
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 11 TAHUN 2010 

TENTANG 
PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 

Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah hapus antara lain 
karena diterlantarkan; 

 b. bahwa saat ini penelantaran tanah makin menimbulkan 
kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta
menurunkan kualitas lingkungan, sehingga perlu pengaturan 
kembali penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; 

 c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang 
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, tidak dapat 
lagi dijadikan acuan penyelesaian penertiban dan 
pendayagunaan tanah terlantar sehingga perlu dilakukan 
penggantian; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Pemerintah tentang Penertiban dan Pendayagunaan 
Tanah Terlantar; 

 
 

Mengingat : 1.  Pasal  5  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 
Dengan Tanah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3632); 
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4.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3888); 

5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

 
6.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4411); 

 
7.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 
8.  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan 

Ruang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

 
9.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 

 
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40  Tahun 1996 tentang Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 

 
11.Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007  tentang 

Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara   Republik  Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
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MEMUTUSKAN: 
 
 
Menetapkan:  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERTIBAN DAN 

PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR. 
 
 

BAB I KETENTUAN 
UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1.  Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak 

Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

2.  Hak  Pengelolaan adalah  Hak  Menguasai dari  Negara  yang 
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 
pemegangnya. 

3.  Dasar penguasaan atas tanah adalah izin/keputusan/surat 
dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang 
atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan, atau 
memanfaatkan tanah. 

4.  Pemegang Hak adalah pemegang hak atas tanah, pemegang 
Hak Pengelolaan, atau pemegang izin/keputusan/surat dari 
pejabat yang berwenang yang menjadi dasar penguasaan atas 
tanah. 

5.  Kepala adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia. 

 

6.  Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional. 

 
 

BAB II 
OBYEK PENERTIBAN TANAH TERLANTAR 

Pasal 2 

Obyek  penertiban tanah  terlantar  meliputi  tanah  yang  sudah 
diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau 
dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak 
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan 
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar 
penguasaannya. 

 
Pasal 3 . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


- 4 -  
 
 

Pasal 3 
 

Tidak termasuk obyek penertiban tanah terlantar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 adalah: 
a. tanah  Hak  Milik  atau  Hak  Guna  Bangunan  atas  nama 

perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan 
sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian 
haknya; dan 

b.  tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung 
maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum 
berstatus  Barang  Milik  Negara/Daerah yang  tidak  sengaja 
tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan 
tujuan pemberian haknya. 

 
 
 

BAB III IDENTIFIKASI DAN 
PENELITIAN 

 
Pasal 4 

 
(1) Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data tanah yang 

terindikasi terlantar. 
(2) Data  tanah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sebagai 

dasar pelaksanaan identifikasi dan penelitian. 
 
 
 

Pasal 5 
 

(1) Identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia. 

(2) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional dan 
unsur instansi terkait yang diatur oleh Kepala. 

 
 
 

Pasal 6 
 

(1) Identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan: 
a. terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Hak Milik, 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai; atau 
b.  sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar 

penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang. 
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(2) Identifikasi dan penelitian tanah terlantar meliputi: 
a. nama dan alamat Pemegang Hak; 
b.  letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah 

dan keadaan fisik tanah yang dikuasai Pemegang Hak; 
dan 

c. keadaan yang mengakibatkan tanah terlantar. 
 
 
 

Pasal 7 
 

(1) Kegiatan identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 meliputi: 
a. melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis; 
b.  mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen 

lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, 
termasuk data, rencana, dan tahapan penggunaan dan 
pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak; 

c. meminta keterangan dari Pemegang Hak dan pihak lain 
yang terkait, dan Pemegang Hak dan pihak lain yang 
terkait tersebut harus memberi keterangan atau 
menyampaikan data yang diperlukan; 

d.  melaksanakan pemeriksaan fisik; 
e. melaksanakan ploting letak penggunaan dan pemanfaatan 

tanah pada peta pertanahan; 
f. membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar; 
g. menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian; 
h.  melaksanakan sidang Panitia; dan 
i. membuat Berita Acara. 

(2) Panitia menyampaikan laporan hasil identifikasi, penelitian, 
dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Kepala Kantor Wilayah. 

 
 

BAB IV 
PERINGATAN 

 
Pasal 8 

 
(1) Apabila berdasarkan hasil identifikasi  dan   penelitian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disimpulkan 
terdapat  tanah terlantar, maka Kepala Kantor Wilayah 
memberitahukan  dan  sekaligus memberikan peringatan 
tertulis pertama kepada Pemegang Hak, agar dalam jangka 
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